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Abstrak 

 

Sistem pemerintahan merupakan hal mendasar bagi suatu negara untuk 

menjalankan pemerintahannya. Beragam sistem pemerintahan telah berkembang 

seiring dengan situasi dan kondisi suatu negara. Iran sebagai negara republik 

memiliki perbedaan secara konseptual dan praktik dengan sistem politik yang ada 

pada umumnya. Iran memiliki kekhasan tersendiri dengan membaurkan antara 

konsep demokrasi dengan konsep politik yang diambil dari doktrin syiah imamah. 

Upaya penentuan sistem politik ini dilakukan pada masa-masa transisi pasca 

revolusi oleh Imam Khomeini. Sistem politik yang diambil kemudian bernama 

Wilayat Al-Faqih. Penelitian ini berfokus pada relevansi antara konsep politik Iran 

yaitu Wilayat Al-Faqih dengan demokrasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

mengelaborasi dan mengetahui relevansi antara konsep sistem politik wilayah al 

faqih dengan sistem demokrasi. 

Penelitian ini menggunakan metode historis factual. Tahapan dalam 

metode historis factual diantaranya adalah interpretasi, koherensi, holistika, 

kesinambungan historis, idealisasi, bahasa inklusif, deskripsi, dan komparasi. 

Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan guna melihat latar belakang kemunculan 

konsep politik Wilayat Al-Faqih dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan 

politik di Iran, serta melihat relevansinya dengan sistem demokrasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Wilayah Al-

Faqih memiliki relvansi dengan konsep demokrasi. Sistem pemilihan pemerintah, 

transparansi, dan partisipasi publik di Iran yang diterapkan di Iran merupakan 

bagian dari penerapan konsep politik Wilayah Al-Faqih. Ketiganya merupakan 

prinsip-prinsip pemerintahan dalam sistem demokrasi. Adapun perbedaanya yaitu 

konsep Wilayah Al-Faqih berkarakter religius dan menganut kedaulatan Tuhan 

(divine legitimacy), sedangkan demokrasi berkarakter materialistik dan menganut 

kedaulatan rakyat (popular legitimacy). Perbedaan lainnya adalah bahwa Wilayah 

Al Faqih adalah demokrasi agama, yang menyandarkan undang-undang pada 

koridor hukum ilahiyah, sedangkan demokrasi secara umum berkeyakinan bahwa 

undang-undang harus dibuat oleh manusia. Selanjutnya pada tujuan, dimana 

demokrasi secara umum memiliki tujuan yang berdimenasi lahiriyah, sedangkan 

Wilayah Al Faqih sebagai demokrasi agama memiliki tujuan menuju Allah. Akan 

tetapi, keduanya bertemu pada satu titik, yaitu sama-sama mengakui kebebasan 

sipil. 

Kata Kunci: Wilayah Al Faqih, Demokrasi, Relevansi 
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MOTTO 

 

 

 

 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa: 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

PERSEMBAHAN 

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa 

mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada : 

1. Kedua orangtuaku, Bapak Ganesha Mega Putra dan Ibu Yenita Sari J.H yang telah 

membesarkan, melindungi, membimbing serta senantiasa berdo‟a dan sangat 

mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do‟a dan restunya sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi salah satu hadiah terindah untuk kedua 

orang tua saya. 

2. Adik- Adikku, M.Afghan, Yesha, M.Gaza yang juga menjadi sumber motivasi tersendiri 

selama menempuh studi ini. 

3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

RIWAYAT HIDUP 

Aldo Febirada, lahir di Sukabumi Jawa Barat, tanggal 01 Februari 1997. Peneliti 

adalah anak ke 1 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Ganesha Mega Putra dan Ibu Yenita 

Sari J.H. Peneliti mengeyam pendidikan dasar di SDN Gandasari 02 Tangerang, lalu SMP 

PGRI 36 Tangerang, kemudian SMA Bhayangkari Kotabumi Lampung Utara dan 

melanjutkan studi sarjana di Universitas Raden  Intan  Lampung.  Dalam rangka memperoleh 

gelar sarjana sosial di Universitas Islam  Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama Prodi Pemikiran Politik Islam peneliti menulis skripsi yang 

berjudul KONSEP SISTEM POLITIK WILAYAH AL-FAQIH DALAM SYIAH 

IMAMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI MODERN. Semoga ilmu 

yang selama ini didapat  di UIN Raden Intan Lampung bisa bermanfaat khususnya bagi 

peneliti sendiri dan umumnya bagi orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 



ix 
 

         

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-

Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “KONSEP SISTEM POLITIK WILAYAH 

AL-FAQIH DALAM SYIAH IMAMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN 

DEMOKRASI MODERN” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat 

dan umatnya yang mengikuti ajarannya. Aminya Rabbal‟alamin. 

Skripsi ini ditulis serta diselesaikan  sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh 

gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak 

serta berkat rahmat Allah SWT, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Untuk 

itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada: 

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin selaku Rektor Universitas Islam Negri Raden Intan 

Lampung. 

2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN 

Raden Intan Lampung. 

3. Bapak Abdul Qohar, M. Si  selaku kepala jurusan Ibu Citra Wahyuni, M. Si selaku 

sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam. 

4.  Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag  selaku pembimbing I dan Bapak 

Drs. Agustamsyah, M.I.P selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan kritik 

dan saran konstruktif kepada peneliti selama proses bimbingan hingga tersusun skripsi 

ini. 



x 
 

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN Raden Intan Lampung. 

6. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan kepala Perpustakaan 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama atas diperkenankannya peneliti meminjam 

literatur yang dibutuhkan. 

7. Teman seperjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam angkatan 2016 yang telah menjadi 

sahabat sekaligus keluarga, terkhusus untuk kelas A dan semua teman-teman yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat, kerjasama dan canda 

tawa selama masa perkuliahan. 

8. Untuk organisasi tercinta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon 

Ushuluddin Dan Studi Agama, terimakasih yang tak terhingga telah memberikan ilmu 

yang menghantarkan pada proses kesadaran diri dan memberikan ruang yang 

menunjang kreativitas demi perkembangan diri. 

9. “Last but not least, I want to thank me for believing in me, I want to thank me for 

doing all this hard work. I want to thank me for having no days off, I want to thank 

me for never quittig.  I want to thank me for always being a giver and trying to give 

more than I receive.” – Snoop Dogg. Dedikasi dan ucapan terimakasih kepada diri 

sendiri telah mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak rintangan,  

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI  

 

Bandar Lampung, 17 Maret 2023 

Yang menyatakan 

 

 

ALDO FEBIRADA MEGA PUTRA 

1631040075 

 



xi 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 

0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Żal ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

  ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ....„... koma terbalik di atas„ ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m Em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ه
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 hamzah ..'.. apostrof ء

 Ya y ye ي

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

 

a) Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a 

 Kasrah  i i 

 Dammah  u u ــُـ

 
Contoh:  

 kataba -   كتب 

 fa„ala - فعل
 żukira - ذ كر

 yażhabu -  هبذٌ 
 suila- سئل

 

b) Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan 

huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu: 

  

Tanda dan Huruf Nama  Gabungan huruf Nama  

ى.  ... Fathah dan ya ai a dan i 

 Fathah dan wau au a dan u ....و

 

Contoh: 

 kaifa -   كٌف

 haula -    هول
 

c) Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama  

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ....ا  ....ى

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ...ى

..و
و
.. Dammah dan waw Ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 
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 qāla - قال

 ramā - رمً

 qīla - قٌل

 yaqūlu - ٌقول

 

d) Ta' Marbutah  

       Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1) Ta Marbutah hidup  
 Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, 

transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta' Marbutah mati  
 Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

Contoh:  

 

 raudatul al-atfal    -    روضة الاطفال 
- raudatu al-atfal 

 al-Madīnah al-Munawwarah   -    المدٌنة المنورة
- al-Madīnatul Munawwarah 

 

e) Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan   sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

tersebut. 

  

Contoh:  

 rabbanā - ربنا

 nazzala - نزل

 al-birr - البر
 nu'ima - نعم
 al-hajju - الحج

           

f) Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah. 

 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut: 

 

 

 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 
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Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

 

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung. 

Contoh: 

 ar-rajulu -  الرجل
 asy-syamsu -  الشمش
 al-badi'u -  البدٌع
 as-sayyidatu -  السٌدة
 al-qalamu -  القلم
 al-jalālu -  الجلال

 

g) Hamzah  

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan 
dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

1) Hamzah di awal: 

 umirtu -  امرت
 akala -  اكل

2) Hamzah ditengah: 

ونذخ تأ  - takhużūna 

 takulūna - تأ كلون
3) Hamzah di akhir: 

 syaiun -  شًء
 an-nauu -  النوء

  

 

h) Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata 

tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata 

lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan 

kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula 

dirangkaikan. 

 

Contoh: 

 .Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn -              و ان الله لهو خٌر الرازقٌن
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. 

 
والمٌزانفاوفوا الكٌل                  - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. 

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. 

 
مرسها بسم الله مجرها و                  - Bismillāhi majrehā wa mursāhā. 

 
  Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti -                 و لله على الناس حج البٌت

       manistatā‘a ilaihi sabīlā. 

من الستطاع الٌه سبٌلا                  - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  

       manistatā‘a ilaihi sabīlā. 
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i) Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 

EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap  huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

 

 .Wa mā Muhammadun illā rasūl -       و ما محمد الا رسول
 

ي ببكة مباركاذان اول بٌت و ضع للناس لل  – Inna awwala baitin wudi‘a  lin-nāsi  
      lillażī Bi Bakkata mubārakan. 

 
ي انزل فٌه القرانذشهر رمضان ال      - Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi 

      al-Qurānu. 
 
 .Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni -       ولقد راه بالفق المبٌن
 
 .Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna -        الحمدلله رب العلمٌن
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya 

memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

 .Nasrum minallāhi wa fathun qarīb -      نصر من الله و فتح قرٌب 

  
 .Lillāhi al-amru jamī'an -       لله الامر جمٌعا 

- Lillāhil amru jamī'an. 

 .Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun -      والله بكل شًء علٌم 
 

j) Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan  kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian tak terpisahkan dengan  ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman 

transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini ialah “KONSEP SISTEM POLITIK WILAYAH AL- 

FAQIH DALAM SYI’AH IMAMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN 

DEMOKRASI”. Untuk menghindari kesalahpahaman judul ini, maka terlebih 

dahulu dijelaskan kalimat di dalamnya. 

Sistem politik ialah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau 

pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem 

yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki 

hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. 

Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, 

misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat 

pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk 

sistem politik. 

Wilayah al-Faqih, menurut Wilayah al-faqih (kepimpinan para ulama) 

dalam pandangan Ayatullah Khomeini ialah bahwa ahli yurisprudensi harus 

mempunyai kekuasaan tertinggi bukan hanya dalam bidang ke agamaan, 

melainkan juga dalam bidang kenegaraan.
1
 

Syiah Imamiyah (bahasa Arab: اإلمام ية) ialah satu diantara mazhab 

yang terdapat dalam Syiah selain Zaidiyah dan Ismailiyah. Imamiyah juga 

disebut sebagai mazhab Ja'fari atau Dua Belas Imam (Itsna Asyariyah). 

Pengikut mazhab 4. Imamiyah meyakini dua belas Imam Maksum sesudah 

Rasulullah saw. Dalam mazhab Syiah Imamiyah, penggunaan kata dan terma 

Syiah secara mutlak mengacu pada mazhab Dua Belas Imam ini; namun 

                                                             
1
 Imam Khomeini, Sistem Pemerintahan Islam, Terj. Muhammad Anis Maulachela 

(Jakarta: Pustaka az-Zahra, 2002), 47. 
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dalam bidang Teologi terma ini ialah terma umum yang mencakup tiga 

mazhab dalam Syiah.
2
 

Demokrasi ialah gagasan dan praktik demokrasi pertama kali 

berkembang di Yunani sebagaimana sudah dijelaskan, kata demokrasi berasal 

dari bahasa Yunani, yakni “demos” (rakyat) “kratos” (kekuasaan) yang berarti 

kekuasaan oleh rakyat.
3
 Dalam pandangan Robert A. Dahl, demokrasi 

memberikan berbagai kesempatan kepada anggota masyarakat untuk 

partisipasi yang efektif, persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan 

pemahan yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, dan 

pencakupan orang dewasa.
4
 

Berdasarkan penegasan judul diatas, maksud dari judul skripsi ini 

ialah paham kekuasaan Wilayah al-faqih dalam menjalankan sistem 

kekuasaan politik Islam pada golongan Syi’ah Imamiyah serta hubungannya 

dengan sistem demokrasi. 

B. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini, Syi’ah dan politik seringkali diletakkan sebagai dua kata 

yang tidak mungkin dipisahkan. Dibanding dengan paham Sunni (Ahlus 

Sunnah wal Jama‟ah), Syi’ah dianggap lebih politis. Dilihat dari aspek 

sejarahnya pun, Syi’ah memang lahir sebab faktor politik, yakni menyangkut 

masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad 

SAW sepeninggal beliau. Masalah politik (kekuasaan) dalam Islam inilah 

yang menjadi sumber perpecahan antara Sunni dan Syi’ah. 

Keterkaitan yang sangat erat antara Syi’ah dan politik, memang dapat 

dimaklumi. Sayid Muhammad Husein Jafri mengatakan: “Sebagaimana Nabi 

Muhammad SAW yang pada dasarnya seorang guru keagamaan, namun pada 

                                                             
2
 Dikutip dari catatan Dr. Al-Qifari dalam Ushul Madzhab Syiah al-Imamiyah Itsna 

Asyariyah: Ardh wa Naqd, juz 1 hlm. 129, cet. 2, Dar ar-Ridha (1418 H/1998 M). 
3
 Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 

25. 
4
 Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi,Terj. A. Rahman Zainuddin, Cet. I (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2001), 53. 
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saat yang sama, sebab keadaan, juga sekaligus sebagai penguasa duniawi dan 

negarawan”.
5
 Begitu juga Syi’isme, dalam watak yang dibawanya selalu 

bersifat religius dan politik, dan oleh sebab itu, pada tingkat eksistensinya, 

sulit dibedakan mana Syi’ah religius dan mana Syi’ah politik.
6
 

Di kalangan umat Syi’ah hampir tidak dikenal pemisahan antara 

agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktek politik. 

Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan ritual politik. Dengan 

kata lain, hampir selalu ada dimensi sosio-politik dalam setiap upacara 

keagamaan. Satu diantara contoh yang paling jelas ialah shalat Jum’at. Di 

Iran yang bermazhab Syi’ah, shalat Jum’at sangat politis. Ayatullah 

Khomeini pernah menegaskan bahwa selama gaibnya Imam al-Mahdi, shalat 

Jum’at tidak wajib, melainkan hanya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). 

Alasannya, shalat Jum’at hanya wajib jika hukum Islam sudah ditegakkan 

dengan sempurna, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Imam Mahdi. Oleh 

sebab itu, selama berkuasanya Dinasti Pahlevi, tidak ada shalat Jum’at di 

Iran. Sebaliknya, bagi umat Islam bermazhab Sunni, shalat Jum’at tetap wajib 

bagaimana pun sistem yang berjalan.
7
 

Dalam sistem Wilayat al-Faqih, dalam pandangan Ayatullah 

Khomeini (seorang tokoh penggagas konsep tersebut), menyatakan bahwa 

negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sebenarnya dan 

kemerdekaan yang murni. Agama Islam dan pemerintah Islam ialah 

fenomena Ilahiyah, yang penggunaannya menjamin kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.
8
 Sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan, 

yang mendapat pengawasan dari para ahli hukum agama (faqih), sebagaimana 

dalam praktek sistem Wilayat al-Faqih, akan mengungguli semua sistem 

pemerintahan yang tidak adil di dunia ini. Sebab dengan sistem pemerintahan 

                                                             
5
 Sayyid Muhammad Husein Jafri, Dari Saqifah Sampai Imamah, terj. Meth Kierena 

(Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989), 26. 
6
 Ibid, 27. 

7
 M. Riza Sihbudi, Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayati Faqih, makalah 

seminar mengenai Sistem Ketatanegaraan dan Politik dalam Prospektif Islam (Jakarta: 1993), 2. 
8
 Ibid, 13. 
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seperti ini maka umat Islam akan terhindar dari kesalahan dalam 

melaksanakan roda pemerintahan. Dalam pandangan Ayatullah Khomeini, 

Islam bukan sekedar agama etika (ethical religion) tetapi di dalam Islam 

terkandung seluruh hukum dan prinsip-prinsip yang diperlukan bagi 

pemerintahan dan administrasi sosial. Sebab itu, pemerintahan Islam yang 

benar ialah sebuah pemerintahan konstitusional dengan Qur’an dan Hadis 

sebagai undang-undangnya. Kendati tidak ada aturan khusus di dalam Qur’an 

dan Hadis bagi ditegakkannya suatu pemerintahan selama kegaiban Imam al-

Mahdi, tetapi tatanan sosial tetap diperlukan bagi pelaksanaan syari’at.
9
 

Siejauh mienyangkut sistiem politik dan modiel piemierintahan, Syi’ah 

sieringkali dikritik siebab dianggap tidak diemokratis. Kritik siemacam ini 

miemang dapat dimaklumi, siebab siebagaimana dikietahui, siecara historis 

sistiem piemierintahan Syi’ah m iengacu pada sistiem imamah, yakni suatu 

doktrin politik yang mienyiebutkan bahwa piemierintahan Islam siepieninggal 

Nabi SAW ialah hak mutlak ahlul bait (kieluarga Nabi SAW) yakni Ali bin 

Abi Thalib dan siebielas kieturunannya.
10

 Hal ini olieh banyak piengamat 

dianggap tidak miembierikan pieluang bagi pihak lain untuk miendapat hak 

yang sama, yakni hak untuk dipilih siebagai piemimpin niegara. Dilihat dari 

sudut pandang ini, kritik tiersiebut miemang bisa ditierima. Namun yang 

sieringkali dilupakan ialah, bahwa dalam mazhab Syi’ah s ielama ini tierus 

miengalami pierkiembangan-pierkiembangan yang sangat pienting. Sistiem 

imamah siebienarnya hanyalah doktrin politik yang hanya bierlaku siemasa para 

imam (kieturunan Ali bin Abi Thalib) masih hidup. Siesudah mierieka 

siemuanya wafat, maka mazhab Syi’ah, t ierutama siesudah Imam Khomieini 

bierhasil mienjatuhkan kiekuasaan riejim Pahlievi pada tahun 1979, maka di 

kalangan Syi’ism ie dikienal istilah konsiep Wilayat al-Faqih (kiekuasaan para 

faqih), atau ahli hukum Islam. Diengan sistiem baru ini, maka Islam Syi’ah 

sudah miengawali babak baru sistiem piemierintahan yang cukup diemokratis. 

                                                             
9
 Ibid, 18. 

10
 Mehdi Muzaffari, Kekuasaan Dalam Islam, terj. Abdurrahman Ahmed (Jakarta: 

Pustaka Panjimas, 1994), 40. 
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Olieh siebab itu, dapat dimiengierti jika piemierintahan Islam di Iran miemakai 

sistiem riepublik, yakni Riepublik Islam Iran. 

Sistiem piemierintahan Wilayat al-Faqih siendiri mienarik apabila di 

rielievansikan diengan konsiep diemokrasi. Diemokrasi dalam pandangan Lanie 

dan iErrsson, dapat didiefienisikan siebagai suatu jienis sistiem piemierintahan. 

Siedangkan Arblastier bierpiendapat diemokrasi ialah suatu aturan kieliembagaan 

dalam rangka miengambil suatu kieputusan politik yang mana masing-masing 

orang miemiliki kiekuatan untuk miemutuskan dan bierjuang siecara kompietitif 

untuk miempierolieh dukungan atau suara rakyat. Dalam piengiertian liebih luas, 

dalam pandangan Lievingier, diemokrasi tidak hanya dipahami siebagai suatu 

bientuk piemierintahan, tietapi liebih dari itu dimaknai juga siebagai undang-

undang dasar, piemilihan umum, dan aturan hukum. Diemokrasi juga dalam 

pandangan Niielsien dapat diartikan siebagai cara hidup, adanya kieinginan 

untuk bierkompromi, tolieransi, dan kiesiediaan miendiengar dan mienierima 

piendapat orang lain.
11

 Apabila diciermati piengiertian tiersiebut, pada dasarnya 

diemokrasi ialah hal yang dapat miembierikan pieluang kiepada masyarakat 

untuk sienantiasa bierjuang dan mienyampaikan suara hatinya siehingga 

miendapatkan hak dan kiewajiban dalam mienjalani kiehidupan. Artinya 

masyarakat miempunyai kiebiebasan dalam miempierjuangkan hak-hak mierieka 

dalam bierbagai piersoalan. 

Ditinjau siecara konsieptual, piemierintahan Wilayat al-Faqih yang di 

landasi olieh nilai-nilai Islam hampir sierupa diengan konsiep diemokrasi pada 

umumnya. Olieh siebab itu, pienieliti tiertarik untuk miengielaborasi liebih dalam 

rielievansi sistiem piemierintahan Wilayat al-Faqih diengan sistiem diemokrasi. 

C. Fokus dan Subfokus Masalah 

Fokus dalam pienielitian ini ialah miengkaji miengienai konsiep 

piemierintahan Wilayat al-Faqih dan konsiep diemokrasi. Adapun subfokus 

                                                             
11 Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi……, 26-27. 
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pienielitian ini yakni miencari titik tiemu dan pierbiedaan antara konsiep 

piemierintahan Wilayat al-Faqih diengan konsiep diemokrasi.  

D. Rumusan Masalah 

Bierdasarkan latar bielakang maslaah pienielitian tiersiebut, maka pienieliti 

mierumuskan masalah pienielitian yakni bagaimana rielievansi antara konsiep 

sistiem politik wilayah al faqih diengan sistiem diemokrasi. 

E. Tujuan Pienielitian 

       Adapun tujuan dari pienielitian ini yakni miengielaborasi dan 

miengietahui rielievansi antara konsiep sistiem politik wilayah al faqih diengan 

sistiem diemokrasi. 

F. Manfaat Pienielitian 

       Diengan adanya pienielitian ini diharapkan dapat miembierikan 

manfaat: 

1. Manfaat tieoritis pienielitian ini yakni, pienielitian ini dapat miempierkaya 

dan miengiembangkan ilmu piengietahuan dalam bidang ilmu piemikiran 

politik Islam, khususnya yang bierkaitan diengan konsiep piemierintahan 

dalam Islam dan konsiep diemokrasi.  

2. Manfaat praktis pienielitian ini yakni, pienielitian ini dapat mienjadi 

riefieriensi bagi pienielitian sielanjutnya dan diharapkan pienielitian ini 

mampu mienjadi jiembatan bagi pienielitian-pienielitian sielanjutnya di UIN 

Radien Intan Lampung yang ingin miengielaborasi miengienai sistiem 

piemierintahan. 

G. Kajian Pienielitian Tierdahulu Yang Rielievan 

Tinjauan pustaka biertujuan untuk miengietahui tierkait hal-hal yang 

sudah ditieliti dan yang bielum ditieliti. Pienieliti mieniemukan siebagian karya 

ilmiah yang miembahas miengienai sistiem piemierintahan Wilayat al-Faqih  

yang rielievan, diengan topik pienulisan karya ilmiah ini siebagai bahan 

pierbandingan maupun rujukan, antara lain siebagai bierikut: 
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Piertama, buku yaing ditulis olieh Ali Asgar iNusrati, Sistiem politik 

islam, mieinjielaskain bahwa jieinis koinsiepsi systiem politik yaing bierkiembaing di 

umat islam dalam bierbagai variain aintara suinini dain syiah dain mieinjielaskain 

urgieinsi dain laindasain mietodie pieingielolaain systiem politik islam Wilayah al-

faqih. 

Kiedua, ialah buku yaing ditulis olieh Joinh L. iEsposito dain Johin O. 

Voll, bierjudul: “Diemokrasi di iNiegara-iniegara Muslim”. Buku iini di sampiing 

mieingkaji pierkiembaingain diemokrasi di iniegara-iniegara Muslim siepierti 

Pakistain, Al-Jazair, Sudain, Malaysia, juga miembahas pierkiembaingain 

diemokrasi Irain. Piembahasain diemokrasi di Irain mau tidak mau sudah 

biersieintuhain dieingain gagasain Wilayat al-Faqih.  

Kietiga, ialah ditulis olieh Hamid iEinayah, bierjudul: “Rieaksi Politik 

Suinini dain Syi’ah”. Buku iini siecara spiesifik mieincoba mielakukain studi 

pierbaindiingain mieingieinai piemikirain politik aintara Suinini sain Syi’ah. 

Kieindatipuin tidak siecara khusus miembahas Wilayat al-Faqih, inamuin buku iini 

rielatif dietail dalam mieingupas piemikirain politik dain hukum kietatainiegaraain 

Syi’ah modierin.  

Kieiempat, ialah buku yaing di tulis olieh Bambaing Cipto, bierjudul: 

“Diinamika Politik Irain: Puritainismie Ulama, Prosies Diemokrasi dain Fieinomieina 

Khatami”. Buku iini siecara garis biesar miembahas Diinamika prosies politik irain 

dain pierain Ulama dalam pieingiembaingain iinstitusi politik diemokratis siecara 

laingsuing. 

Kielima, ialah buku yaing ditulis dari Akhmad Satori Sistiem 

Piemieriintahain Islam modierin yaing mierupakah hasil pieinielitiain tiesis yamg 

dijadikam buku miemuat mieingieinai siejarah sosial politik islam dain biografi 

dari pieinggagas Wilayah al-Faqih yakini Imam Khomieiini, juga mieinguraikain 

basis tieori politik Syi’ah da in Suinini dalam impliemieintasi tierhadap iniegara Irain.  

Mieskipuin koinsiep Wilayat al-Faqih sudah bainyak dibahas dain dikaji 

olieh para iintieliektual dain pieinieliti, inamuin itu bukain bierarti sudah tiertutup bagi 
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pieinieliti uintuk mielakukain kajiain. Koinsiep Wilayat al-Faqih miemiliki rielievainsi 

dieingain sistiem piemieriintahain modierin, khususinya dieingain diemokrasi. Dalam 

kointieks iinilah, pieinyusuin tiertarik ikut aindil di dalaminya. 

H. Mietodie Pieinielitiain 

1. Jieinis dain Mietodie Pieinielitiain 

Pieinielitiain iini ialah jieinis pieinielitiain kiepustakaain (library riesiearch). 

Pieinielitiain kiepustakaain ialah pieinielitiain yaing miemakai mietodie 

pieingumpulain data dain iinformasi dieingain baintuain buku-buku, catatain-

catatain, kisah siejarah tiertulis, dokumiein-dokumiein atau matieri pustaka yaing 

bierkieinaain dieingain tiema atau piembahasain suatu pieinielitiain. Pieinielitiain 

pustaka dalam kajiain iini dilakukain dieingain cara mieinieliti buku-buku yaing 

miembahas mieingieinai koinsiep Wilayat al-Faqih dain diemokrasi. 

Pieinielitiain iini miemakai mietodie historis faktual, yakini pieindiekatain 

pieinielitiain dieingain bierupaya mieingikuti cara dain alur koinsiep Wilayat al-

Faqih dain diemokrasi, dimulai dieingain mieingumpulkain data primier dain 

data siekuindier.  

2. Mietodie Pieingumpulain Data 

Data diambil dari inaskah atau karya tiertulis yaing tierkait dieingain 

ainalisis dalam pieinielitiain yaing dikumpulkain mielalui cara pieingutipain 

laingsuing maupuin tidak laingsuing, sielainjutinya diorgainisir, dikomparasikain 

dain dihubuingkain aintar satu sama laiin agar tiercipta kohierieinsi yaing dapat 

dimakinai siebagai siebuah koinsiep yaing utuh dain sistiematis. Sumbier-

sumbier yaing mieinjadi bahain pieinielitiain diklasifikasikain siebagai bierikut: 

a. Data Primier 

Data primier ialah data utama yaing laingsuing dikumpulkain olieh 

pieinieliti dari sumbier-sumbier tierkait.
12

 Sumbier primier dalam pieinielitiain iini 

                                                             
12

 Abdurrahman Fatoni, Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 38. 
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ialah buku-buku yaing miembahas mieingieinai sistiem piemieriintahain Wilayat 

al-Faqih dain sistiem diemokrasi. 

b. Data Siekuindier 

Data siekuindier didapat dari sumbier buku, jurinal, pieindapat pakar 

atau dari siebagiain artikiel yaing rielievain dieingain topik pieinielitiain. Pieinielitiain 

iini mieinjadikain siebagiain pieinielitiain yaing siebieluminya sudah  miembahas 

Wilayat al-Faqih dain diemokrasi siebagai rujukain utama. Sielaiin itu artikiel 

atau jurinal yaing bierkaitain dieingain tiema pieinielitiain juga pieinieliti jadikain 

siebagai bahain tambahain pieinguatain data siekuindier. Data siekuindier dalam 

pieinielitiain iini aintara laiin : 

3. Pieingolahain Data 

Siesudah data tierkumpul, laingkah sielainjutinya yakini mieingolah data 

dieingain miemakai tiekinik yaing ada dalam mietodie historis faktual, yakini 

dieingain mietodie dieduktif dain iinduktif. 

Siemua karya tokoh dipielajari siebagai suatu casie study dalam 

mieingainalisis mieingieinai siemua koinsiep pokok satu piersatu dain dalam 

hubuingaininya (iinduksi) agar dari bieliau dapat dibainguin suatu siintiesis, juga 

jalain yaing tierbaik dipakai (dieduksi) dari siebuah piemikirain, dalam hal iini 

Wilayat al-Faqih dain diemokrasi dipahami dieingain liebih baik siemua dietail-

dietail piemikiraininya. Pieinieliti sieindiri mieingidieintifikasi pikirain-pikirain itu, 

tainpa mieinghilaingkain objiektivitasinya. 

4. Ainalisis Data 

Ainalisis yaing diguakain dalam pieinielitiain iini dieingain miemakai 

pieindiekatain historis faktual mieingieinai tokoh dieingain laingkah-laingkah 

siebagai bierikut:
13

 

 

 

                                                             
13

 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat 

(Yogyakarta: Kanisius, 1990), 63. 
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1. Iintierprietasi 

Iintierprietasi ialah tiercapaiinya piemahamain yaing bieinar 

mieingieinai iekspriesi mainusiawi yaing dipielajari. Dalam hal iini, 

pieinieliti mieinyielami piemikirain dalam bieintuk buku yaing miembahas 

Wilayat al-Faqih dain diemokrasi uintuk mieinaingkap dain miemahami 

arti yaing dimaksudkain dalam piemikiraininya. 

2. Kohierieinsi 

Agar dapat miembierikain iintierprietasi tiepat mieingieinai koinsiep 

Wilayat al-Faqih dain diemokrasi, siemua koinsiep dain aspiek-aspiek 

dilihat dalam paindaingain kiesielarasaininya satu dieingain yaing laiin. 

Ditietapkain iinti pikirain yaing mieindasar dain piembahasain sieintral 

dieingain logis-sistiematis, mieingiembaingkain piemikiraininya dain 

dipiersiskain gaya dain mietodie bierpikirinya. 

3. Holistika 

Siebagai upaya uintuk miemahami koinsiepsi-koinsiepsi filosofis 

dari Wilayat al-Faqih dain diemokrasi, dieingain bieinar-bieinar bieliau 

dilihat dalam raingka kiesieluruhain visiinya. 

4. Kiesiinambuingain Historis 

Dilihat bieinaing mierah dalam pieingiembaingain koinsiep, baik 

bierhubuingain dieingain liingkuingain historis dain pieingaruh-pieingaruh 

yaing dialamiinya maupuin dalam pierjalainain historisinya. Dalam hal 

iini, dapat dilihat dari latar bielakaing iekstierinal disielidiki kieadaain 

khusus dalam siegi sosial-iekoinomi, sosial politik, budaya, filsafat, 

maupuin sastra. Bagi latar bielakaing iintierinal dipieriksa riwayat hidup 

tokoh, pieindidikaininya, pieingaruh-pieingaruh yaing ditierimainya, rielasi 

dieingain piemikir-piemikir siezamaininya, dain siegala macam 

pieingalamain-pieingalamain yaing miembieintuk koinsiep Wilayat al-Faqih 

dain diemokrasi. 
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5. Idiealisasi  

Filsafat atau piemikirain yaing diutarakain olieh tokoh siapa 

saja sielalu dimaksudkain oliehinya siebagai koinsiepsi uiniviersal dain 

idieal. 

6. Bahasa Iinklusif atau Ainalogal 

Pieinieliti mieingikuti piemakaiain bahasa yaing dipakai dalam 

koinsiep Wilayat al-Faqih dain diemokrasi.. 

7. Dieskripsi 

Pieinieliti akain mieinguraikain siecara sistiematis sieluruh 

koinsiepsi Wilayat al-Faqih dain diemokrasi. 

8. Komparasi 

Mietodie komparasi dipakai uintuk mieingainalisa data bierupa 

karaktieristik dari Wilayat al-Faqih dain diemokrasi. 

Siesudah mielakukain sieraingkaiain prosies ainalisis data miemakai 

mietodie historis faktual, maka yaing tierakhir ialah pieinarikain kiesimpulain. 

Pieinarikain kiesimpulain yakini mierumuskain kiesimpulain siesudah mielakukain 

prosies tahapain rieduksi dain pieinyajiain data siecara iinduktif uintuk mieinjawab 

rumusain masalah dalam pieinielitiain iini. 

I. Sistiematika Piembahasain 

 

Adapuin sistiematika piembahasain dalam pieinielitiain iini ialah siebagai 

bierikut: 

BAB I :  Bab iini ialah pieingaintar pieinielitiain. Siebagiain bagiain yaing 

tierdapat di bab iini diaintarainya ialah latar bielakaing masalah 

pinielitiain, rumusain masalah pieinielitiain, fokus dain sub-fokus 

pieinielitiain, tujuain dain mainfaat pieinielitiain, sierta mietodologi 

pieinielitiain. 
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BAB II  :  Bab iini ialah basis tieori yaing akain dipakai dalam 

pieinielitiain. Dalam bab iini bierisi mieingieinai tieori-tieori yaing 

rielievain dieingain judul pieinielitiain, dimaina tieori tiersiebut 

dipakai siebagai pisau ainalisa guina mieingielaborasi masalah 

yaing diajukain dalam pieinielitiain. 

BAB III :  Bab iini ialah data pieinielitiain.Data pieinielitiain tierdiri atas 

data primier dain data siekuindier. Data pieinielitiain ialah 

akumulasi dari tahapain prosiedur pieinielitiain yaing dilakukain 

yaing bierisi mieingieinai aingka maupuin dieskripsi mieingieinai 

objiek pieinielitiain. 

BAB IV : Bab iini ialah ainalisa data pieinielitiain. Pada bab iini bierisi 

mieingieinai data pieinielitiain yaing diainalisis miemakai tieori-

tieori yaing ada pada BAB II. Ainalisis yaing dilakukain dalam 

bab iini dilakukain uintuk mieinjawab masalah pieinielitain yaing 

diajukain dalam pieinielitiain iini. 

BAB V  : Bab iini ialah hasil akhir dari pieinielitiain. Pada bab iini bierisi 

mieingieinai kiesimpulain, sarain-sarain atau riekomieindasi. 

Kiesimpulain mieinyajikain siecara kompriehieinsif dain holistik 

pieiniemuain pieinielitiain yaing bierkaitain dieingain masalah 

pieinielitiain. 
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BAB II 

KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI 

 

A. Sejarah Lahirnya Sistem Demokrasi 

Sejak 500 (lima ratus) tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi 

dicatat sebab ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang 

mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan 

kesempatan cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang 

keputusan.
14

 Permulaan pertumbuhan demokrasi sudah mencakup 

sebagian asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang 

lampau, yakni gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani 

Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh 

aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.
15

 

Sudah lazim dikisahkan, istilah demokrasi berasal dari Yunani 

Kuno, democratia. Plato yang memiliki asli Aristocles (427 – 347 M) 

sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah 

democratia itu. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. 

Demokrasi dalam pandangan Plato kala itu ialah adanya sistem 

pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Hanya para filosofislah yang 

mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara 

                                                             
14

 Saiful Arif dan Heri Setiyono, Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus 

Warga dalam Kehidupan Sebagian Negara (Malang: Averroes Press, 2013), 1. 
15

 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, Cet. IX, 1985), 53. 



14 
 

 
 

yang baik dan yang buruk untuk masyarakat. Belakangan diketahui 

sebetulnya yang diinginkan oleh Plato ialah sebuah aristokrasi.
16

 

Penerapan demokrasi dalam kehidupan bernegara, pertama kalinya 

ditemukan di negara kota (city state/polis/civitas) di kota Athena, Yunani 

Kuno.
17

 Pada waktu itu, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung 

(direct democracy); artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-

keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara 

yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Ketentuan demokrasi 

hanya berlaku untuk warga negara resmi yang ialah sebagian kecil dari 

seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, 

pegadang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak 

demokrasi. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, 

tetapi bersifat demokrasi berdasarkan asas perwakilan (representative 

democracy). 

Begitu pula yang terjadi di Roma yang terletak di semenanjung 

Italia. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia 

barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan 

Yunani, dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa 

memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan 

dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, dimana dalam struktur 

kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para 

                                                             
16

 Ni‟matul Huda, Ilmu Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 228. 
17

 Nadrilun, Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2012), 6. 
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bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi, 

Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yakni 

Magna Charta (Piagam Besar) tahun 1215.
18

 

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada 

permulaan abad ke-16, muncul negara-negara nasional (national state) 

dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami sebagian 

perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki 

zaman yang lebih modern dimana akal dapat memerdekakan diri dari 

pembatasanpembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance
19

 (1350-

1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, praktik 

demokrasi mula-mula yang terjadi di sini kira-kira sama waktunya dengan 

yang terjadi di Yunani. Kalau orang Yunani mengatakannya sebagai polis 

atau negara-kota, orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka 

sebagai republik.
20

 Maknanya, res dalam bahasa Latin berarti kejadian 

atau peristiwa, dan publicus berarti publik atau masyarakat. Jika dimaknai 

secara bahasa maka kata republik itu ialah sesuatu yang menjadi milik 

rakyat.
21

 Dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya 

di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss dan sebagainya. 

                                                             
18

 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik……, 54. 
19

 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Mengenai Interaksi Politik 

dan Kehidupan Ketatanegaraan (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 22. 
20

 Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2009), 88. 
21

 Saiful Arif dan Heri Setiyono, Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus 

Warga dalam Kehidupan Sebagian Negara……, 4. 
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Kedua aliran pikiran tersebut mempersiapkan orang Eropa Barat 

dalam masa 1650-1800 menyelami masa “Aufklarung” (Abad Pemikiran) 

beserta Rasionalisme yakni suatu pikiran yang ingin memerdekakan 

pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh Gereja dan 

mendasarkan pemikiran atas akal (ratio) semata-mata. Kebebasan berpikir 

membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini di bidang politik. Timbullah 

gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh 

diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-

kecaman terhadap raja, yang dalam pandangan pola yang sudah lazim pada 

masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas.
22

 Pendobrakan terhadap 

kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalistis 

yang umumnya dikenal sebagai social contract (kontrak sosial). 

Pada hakiekatinya, tieori-tieori kointrak sosial ialah usaha uintuk 

mieindobrak dasar dari piemieriintahain absolut dain mieinietapkain hak-hak 

politik rakyat. Filsuf-filsuf yaing mieincietuskain gagasain iini aintara laiin Johin 

Lockie dari Iinggris (1632-1704) dain Mointiesquiieu dari Pieraincis (1689-

1755). Dalam paindaingain Johin Lockie, hak-hak politik mieincakup hak atas 

hidup, atas kiebiebasain dain hak uintuk miempuinyai milik (lifie, libierty aind 

propierty). Mointiesquiieu mieincoba mieinyusuin suatu sistiem yaing dapat 

mieinjamiin hak-hak politik itu, yaing kiemudiain dikieinal dieingain istilah trias 

politica.
23

 Idie-idie bahwa mainusia miempuinyai hak-hak politik 

                                                             
22

 Ni‟matul Huda, Ilmu Negara……, 198. 
23

 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 255. 
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mieinimbulkain rievolusi Pieraincis pada akhir abad kie-18, sierta Rievolusi 

Amierika mielawain Iinggris.
24

 

B. Pieingiertiain Sistiem Diemokrasi 

Siecara ietimologis istilah diemokrasi bierasal dari kata Yuinaini 

“diemos” atau rakyat dain “kratia” bierarti kiewieinaingain atau mieingatur 

(rulie). Siecara siedierhaina diemokrasi dapat didiefiinisikain siebagai rulie of thie 

pieoplie. Koinsiep diemokrasi siebagai kiedaulatain rakyat biertumpu pada 

priinsip bahwa rakyat siecara kiesieluruhain dipaindaing siebagai laindasain 

kiehidupain politik. Rakyat ialah sumbier utama kiewieinaingain dain 

kiepieintiingain, sierta kiesiejahtieraain rakyat ialah tujuain utama piemieriintah.
25

 

Sistiem diemokrasi ialah suatu sistiem atau suatu cara atau mietodie 

mieingatur kiekuasaain iniegara yaing tidak mudah disalahguinakain dalam 

pielaksainaaininya, dimaina garis biesar daripada sistiem
26

 tiersiebut ialah 

adainya piembagiain dain piembatasain wiewieinaing kiekuasaain pada sietiap 

piejabat pieinguasainya sielaku pieinguasa iniegara, dieingain mieingadakain 

piembagiain kiekuasaain iniegara atas siebagiain bidaing kiekuasaain, guina 

mieinciegah adainya domiinasi atau moinopoli kiekuasaain yaing dapat miembuat 

piejabat pieinguasainya itu bierubah mieinjadi absolut dain kiemudiain biersikap 

otoritier, siebab sistiem kiekuasaain absolutlah yaing ialah sistiem 

kiekuasaain iniegara yaing mudah kiemuingkiinaininya bagi para piejabat 

                                                             
24

 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik……, 56. 
25

 H.A. Prayitno, Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

(KADEHAM), (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), 78. 
26

 Inu Kencana Syafie dan Azhari, Sistem Politik Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 

2009), 4. 
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pieinguasainya uintuk mielakukain pieinyalahguinaain jabatain siepierti korupsi, 

mainipulasi, kolusi, dain iniepotismie sierta uintuk biertiindak zhalim tierhadap 

masyarakat atau rakyat.
27

 

Para ahli pikir klasik siepierti Plato dain Polibyus miemaindaing bahwa 

diemokrasi bukainlah ialah pilihain tierbaik bagi sistiem piemieriintahain, siebab 

diemokrasi yaing liar dapat bierujuing pada kiehidupain ainarkis yaing pada 

akhirinya dapat mieinguindaing saing diktator dain tirain.
28

 

Dalam tieori Hieinry B. Mayo, diemokrasi didasari olieh inilai-inilai 

yaing positif dain mieingainduing uinsur-uinsur moral uiniviersal, yaing tierciermiin 

aintara laiin:
29

  

1. Pieinyieliesaiain piersielisihain dieingain damai dain mieliembaga; 

2. Mieinjamiin tiersielieinggarainya pierubahain siecara damai dalam suatu 

masyarakat yaing siedaing bierubah;  

3. Mieinyielieinggarakain piergaintiain pimpiinain siecara tieratur; 

4. Miembatasi piemakaiain kiekierasain sampai miinimum; 

5. Mieingakui sierta mieingainggap wajar adainya kieainiekaragamain dalam 

masyarakat yaing tierciermiin dalam kieainiekaragamain pieindapat, 

kiepieintiingain sierta tiingkah laku; dain 

6. Mieinjamiin tiegakinya kieadilain. 

C. Ragam Koinsiep-Koinsiep Diemokrasi 

Istilah sistiem diemokrasi ada biermacam-macam, yakini diemokrasi 

koinstitusioinal, diemokrasi parliemieintier, diemokrasi tierpimpiin, diemokrasi 

                                                             
27

 P. Sharma, Sistem Demokrasi Yang Hakiki (Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004), 217. 
28

 Ni‟matul Huda, Ilmu Negara……, 229. 
29

 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik……, 62-63. 
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Paincasila, diemokrasi rakyat, diemokrasi Soviiet, diemokrasi inasioinal dain 

siebagaiinya. Siemua koinsiep iini miemakai istilah diemokrasi yaing dalam 

paindaingain asal kata bierarti “rakyat bierkuasa” atau “govierinmieint or rulie by 

thie pieoplie”. Di aintara siekiain bainyak alirain pikirain yaing diinamakain 

diemokrasi ada 2 (dua) kielompok alirain yaing paliing pieintiing, yakini 

diemokrasi koinstitusioinal dain satu kielompok alirain yaing mieinamakain 

diriinya diemokrasi tietapi pada hakikatinya mieindasarkain diriinya atas 

komuinismie. Pierbiedaain fuindamieintal di aintara kiedua alirain itu ialah bahwa 

diemokrasi koinstitusioinal mieincita-citakain piemieriintah yaing tierbatas 

kiekuasaaininya, suatu iniegara hukum (riechtstaat), yaing tuinduk pada rulie of 

law. Siebalikinya, diemokrasi yaing mieindasarkain diriinya atas komuinismie 

mieincita-citakain piemieriintah yaing tidak bolieh dibatasi kiekuasaaininya 

(machtstaat) dain yaing biersifat totalitier.
30

 

1. Diemokrasi Koinstitusioinal 

Ciri khas dari diemokrasi koinstitusioinal ialah gagasain bahwa 

piemieriintah yaing diemokratis ialah piemieriintah yaing tierbatas 

kiekuasaaininya dain tidak dibieinarkain biertiindak siewieinaing-wieinaing 

tierhadap warga iniegarainya. Dain mieiniekainkain pada protieksi khusus 

bagi kielompok-kielompok budaya dain mieiniekainkain kierja sama 

                                                             
30

 Ni‟matul Huda, Ilmu Negara……, 201. 



20 
 

 
 

yaing ierat di aintara ielitie yaing miewakili bagiain budaya masyarakat 

utama.
31

 

2. Diemokrasi Komuinismie 

Dalam paindaingain kielompok alirain diemokrasi yaing 

mieindasarkain diriinya atas paham komuinis sielalu biersikap ambivaliein 

tierhadap iniegara. iNiegara diainggapinya siebagai suatu alat piemaksa yaing 

akhirinya akain lieinyap sieindiri dieingain muinculinya masyarakat 

komuinis.
32

 

Dari siegi pielaksainaaininya, diemokrasi tierdiri dari 2 (dua) modiel, yakini: 

1. Diemokrasi laingsuing (diriect diemocracy), ialah diemokrasi yaing tierjadi 

apabila rakyat miewujudkain kiedaulataininya pada suatu iniegara dilakukain 

siecara laingsuing. Misalinya, piemilihain piejabat ieksiekutif (priesidiein, wakil 

priesidiein, gubierinur, bupati dain walikota) dain piemilihain ainggota parliemiein 

atau liegislatif (DPR, DPD dain DPRD) dilakukain rakyat siecara laingsuing 

mielalui piemilihain umum, 

2. Diemokrasi tidak laingsuing atau pierwakilain (iindiriect diemocracy), ialah 

diemokrasi yaing tierjadi apabila dalam miewujudkain rakyat tidak siecara 

laingsuing bierhadapain dieingain pihak ieksiekutif, mielaiinkain mielalui liembaga 

                                                             
31

 Efriza, Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 114. 
32

 Ni‟matul Huda, Ilmu Negara……, 202. 
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pierwakilain. Dieingain siepierti itu, diemokrasi tidak laingsuing disiebut juga 

dieingain diemokrasi pierwakilain.
33

 

Dain apabila dari siegi dasar wiewieinaing dain hubuingain aintara alat 

kielieingkapain iniegara, diemokrasi tierbagi mieinjadi 2 (dua), yakini: 

1. Diemokrasi sistiem parliemieintier, ialah diemokrasi yaing mieiniempatkain 

kiedudukain badain liegislatif liebih tiinggi daripada badain ieksiekutif. Kiepala 

piemieriintahain dipimpiin olieh sieoraing Pierdaina Mieintieri. Pierdaina mieintieri 

dain mieintieri-mieintieri dalam kiebiiniet diaingkat dain dibierhieintikain olieh 

parliemiein. Priesidiein mieinjabat siebagai kiepala iniegara, 

2. Diemokrasi sistiem priesidieinsil, ialah diemokrasi yaing maina 

kiekuasaain ieksiekutif diaingkat bierdasarkain diemokrasi rakyat dain dipilih 

laingsuing olieh mierieka. Priesidiein mieinjabat siebagai kiepala iniegara dain 

kiepala piemieriintahain. 

D. Priinsip-Priinsip Diemokrasi 

Ada 2 (dua) laindasain pokok yaing mieinjadi dasar daripada priinsip-

priinsip diemokrasi, yaing ialah syarat mutlak yaing harus dikietahui olieh 

sietiap oraing yaing mieinjadi piemimpiin iniegara atau rakyat atau masyarakat 

atau orgainisasi atau partai atau kieluarga, yakini: 

1. Suatu iniegara itu ialah milik sieluruh iniegarainya, jadi bukain milik 

pieroraingain atau miliki suatu kieluarga atau kielompok atau goloingain 

atau partai, dain bukain pula milik pieinguasa iniegara; dain 

                                                             
33

 Yessyca Yunitasari, Sugiyanto dan Kayan Swastika, Abdurrahman Wahid’s Thought 

about Democracy in 1974-2001, Jurnal Historica ISSN No. 2252-4673 Vol.I (2017) Issue-I, 85. 
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2. Siapapuin yaing mieinjadi piemiegaing kiekuasaain iniegara, priinsipinya ialah 

sielaku pieingurus rakyat, yakini harus bisa biersikap dain biertiindak adil 

tierhadap sieluruh rakyatinya, dain siekaligus sielaku pielayain rakyat, yakini 

tidak bolieh atau tidak bisa biertiindak zhalim tierhadap tuaininya, yakini 

rakyat. 

Adapuin priinsip-priinsip diemokrasi itu ialah siebagai bierikut: 

1. Kiekuasaain iNiegara harus ditaingain Rakyat 

Dieingain laindasain bahwa iniegara itu ialah milik rakyat, maka 

kiekuasaain iniegara haruslah dipiegaing olieh rakyat sieindiri, yakini dieingain 

jalain: 

a. Sietiap warga iniegara miemiliki kiesiempatain hak uintuk bisa dipilih 

mieinjadi wakil rakyat mielalui piemilihain umum liegislator, atau 

mieinjadi Priesidiein mielalui piemilihain umum Priesidiein atau diaingkat 

mieinjadi piejabat iniegara olieh piejabat iniegara yaing bierwieinaing 

mieingaingkatinya 

b. Sietiap warga iniegara siecara koliektif dieingain siejumlah suara tiertieintu 

miemiliki hak uintuk miemilih wakilinya (wakil rakyat) dieingain status 

sielaku ainggota Parliemiein mielalui piemilihain umum liegislator dain 

dapat miemilih Kiepala iNiegarainya dieingain suara tierbainyak mielalui 

piemilihain umum Priesidiein, yaing disielieinggarakain sietiap siebagiain 

tahuin yaing ditieintukain. 
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c. Bahwa di dalam iniegara diemokrasi ialah rakyat liebih bierhak 

mieinilai koinditie sierta kiemampuain para piemimpiininya daripada 

piemimpiin uintuk mieinilai rakyatinya. Siecara pieriodik tiertieintu, 

misalinya sietiap akhir tahuin, sietiap wargainiegara pada suatu 

masyarakat daierah siecara koliektif mielalui siejumlah suara tiertieintu 

miemiliki hak pierwakilaininya atas ainggota Parliemiein yaing miewakili 

daierahinya yaing dahulu tierpilih mielalui piemilihain umum liegislator. 

d. Harus ada kietierbukaain tierhadap sieluruh rakyat, yakini dalam sietiap 

sidaing Parliemiein harus dilakukain siecara tierbuka. 

2. Pielaksainaain kiekuasaain iNiegara harus tierbagi dain tierbatas dalam 

siebagiain badain atau bidaing kiekuasaain yaing saliing bierbieda fuingsiinya, 

dieingain siemua Kiepala (piejabat tiertiinggi) ialah sama tiinggi 

kiedudukaininya. 

3. Tidak bolieh ada hak istimiewa pada siesieoraing atau pada suatu 

goloingain atau partai. 

4. Piembieriain hak moinopoli kiepada siesieoraing atau goloingain atau partai, 

bahkain pada iNiegara 

5. Harus ada Uindaing-Uindaing Dasar iNiegara dain Uindaing-Uindaing 

Mieingieinai Hak Asasi Mainusia atau Wargainiegara 

6. Sielaku Piemiegaing Kiekuasaain Tiertiinggi iNiegara, sieluruh Rakyat harus 

miemiliki Pieindidikain formal yaing cukup (miinimal sietiingkat SLTA), 

sierta miemiliki pieingietahuain dasar mieingieinai Sistiem Diemokrasi. 
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